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Abstract @ This article examines historical continuity
between domein verklaring in the colonial period and
confemporary granting of Mining Business Licences
(IUP), affecting control over customary land. The problem
arises from Indonesian agrarian law’s ambivalence,
which recognises customary rights and customary law
communities while allowing licensing mechanisms fo
operate through an administrative logic placing the state
as the main authority over land and natural resources.
This study uses normative legal methods with legal~
historical, statufory, conceptual, and investment law
policy approaches. Findings show that although domein
verklaring was formally abandoned after the 1960 Basic
Agrarian Law, its logic of control remains visible in
administering customary land lacking formal recognition.
Under the IUP regime, customary land profection may
weaken when cusfomary ferrifories are absent from
official maps, unrecognised through regional legal
Instruments, or excluded from meaningtul licensing
processes. The article’s novelty is the concept of
“administrative neo-domein verklaring”, meaning
weakening customary rights through licences, concession
maps, centralised authority, and investment narratives. If
recommends reconstructing mining licensing around
agrarian justice, recognition of cusfomary ferrifories,
meaningtul consulfation, and audits of Iicences
overlapping customary land.

Keywords : Domein Verklaring; Mining Business Permit;
Customary Land; Customary Rights; State Investment

Abstrak : Artikel ini mengkaji kesinambungan historis
antara domein verklaring pada masa kolonial dan praktik
kontemporer pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP)
yang berimplikasi terhadap penguasaan tanah adat.
Permasalahan penelitian berangkat dari ambivalensi
hukum agraria Indonesia yang mengakui hak ulayat dan
masyarakat hukum adat, tetapi masih memungkinkan
mekanisme perizinan bekerja melalui logika administratif
yang menempatkan negara sebagai penentu utama
penggunaan tanah dan sumber daya alam. Penelitian ini
menggunakan metode hukum normatif dengan
pendekatan sejarah hukum, perundang-undangan,
konseptual, dan politik hukum investasi. Hasil kajian
menunjukkan bahwa meskipun domein verklaring secara
formal ditinggalkan setelah berlakunya UUPA 1960,
logika penguasaannya masih terlihat dalam administrasi
tanah adat yang belum memperoleh pengakuan formal.
Dalam rezim IUP, perlindungan tanah adat dapat
melemah ketika wilayah adat tidak tercatat dalam peta
resmi, tidak diakui melalui produk hukum daerah, atau
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tidak dilibatkan secara bermakna dalam proses perizinan.
Kebaruan artikel terletak pada konsep “neo-domein
verklaring administratif’, yaitu pelemahan hak adat
melalui izin, peta konsesi, sentralisasi kewenangan, dan
narasi investasi. Artikel merekomendasikan rekonstruksi
perizinan pertambangan berbasis keadilan agraria,
pengakuan wilayah adat, konsultasi bermakna, dan audit
izin yang bertumpang tindih dengan tanah adat.

Kata Kunci : Domein Verklaring, Izin Usaha
Pertambangan; Tanah Adat; Hak Ulayat; Investasi Negara.

PENDAHULUAN

Penguasaan tanah adat merupakan salah satu persoalan paling mendasar dalam sejarah
hukum agraria Indonesia. Tanah bagi masyarakat hukum adat tidak semata-mata dipahami sebagai
benda ekonomi yang dapat dialihkan melalui transaksi pasar, melainkan sebagai ruang hidup,
identitas kolektif, sumber pengetahuan ekologis, dan basis keberlanjutan komunitas. Dalam
konstruksi hukum adat, relasi manusia dengan tanah memiliki dimensi sosial, spiritual, ekologis,
dan antargenerasi. Oleh karena itu, ketika tanah adat ditempatkan hanya sebagai objek
administrasi negara atau komoditas investasi, terjadi penyempitan makna hukum atas tanah.
Penyempitan ini menjadi akar dari banyak konflik agraria, terutama ketika wilayah adat
berhadapan dengan konsesi perkebunan, kehutanan, infrastruktur, dan pertambangan (Safitri,
2017; Sati, 2019; Wicaksono et al., 2024).

Secara historis, problem tersebut dapat ditelusuri hingga masa kolonial melalui konsep
domein verklaring. Dalam sistem agraria kolonial, tanah yang tidak dapat dibuktikan sebagai hak
eigendom menurut hukum Barat dinyatakan sebagai domain negara kolonial. Konsep ini bukan
sekadar aturan pembuktian kepemilikan tanah, tetapi instrumen politik hukum untuk mengubah
tanah-tanah yang hidup dalam sistem adat menjadi tanah yang dapat dikuasai, diadministrasikan,
dan dialokasikan bagi kepentingan ekonomi kolonial. Dengan kata lain, domein verklaring bekerja
sebagai teknologi hukum yang memindahkan tanah dari ruang sosial-adat ke ruang legal-
administratif negara kolonial. Melalui mekanisme tersebut, tanah yang dalam pandangan
masyarakat adat merupakan wilayah ulayat dapat diperlakukan sebagai tanah negara apabila tidak
memenuhi standar pembuktian hukum kolonial (Hasanah et al., 2026; Bahari, 2025).

Setelah kemerdekaan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria atau UUPA berupaya memutus warisan dualisme hukum agraria kolonial.
UUPA menolak asas domein verklaring dan menggantinya dengan konsep hak menguasai negara.
Secara normatif, hak menguasai negara bukanlah hak kepemilikan negara atas tanah, melainkan
kewenangan publik untuk mengatur, mengurus, menentukan peruntukan, dan menjamin
kemakmuran rakyat. UUPA juga mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat sepanjang menurut
kenyataannya masih ada dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional
serta peraturan perundang-undangan. Namun, frasa “sepanjang masih ada” dan “sesuai
kepentingan nasional” kemudian menimbulkan ruang tafsir yang luas. Dalam praktik, pengakuan
masyarakat hukum adat sering bergantung pada pembuktian administratif yang rumit, produk
hukum daerah, dan validasi negara (Sukirno, 2019; Gaol & Hartono, 2021; Sembiring et al., 2026).

Ambivalensi inilah yang menjadi masalah utama dalam rezim pertanahan dan sumber daya
alam kontemporer. Di satu sisi, negara menyatakan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat;
di sisi lain, pengakuan tersebut kerap bersifat kondisional, prosedural, dan tertinggal dibandingkan
kecepatan pemberian izin investasi. Dalam konteks pertambangan, Izin Usaha Pertambangan
menjadi instrumen penting yang memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha untuk
melakukan eksplorasi dan eksploitasi mineral dan batubara. Namun, kepastian hukum bagi
investor tidak selalu berbanding lurus dengan kepastian hukum bagi masyarakat adat. Ketika
wilayah adat belum terdaftar dalam sistem peta resmi, belum ditetapkan melalui keputusan
pemerintah daerah, atau belum memperoleh pengakuan formal, wilayah tersebut rentan
diperlakukan sebagai ruang kosong secara administratif (Ayu, 2023; Karso, 2025; Blesia et al.,
2026).
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Permasalahan menjadi semakin kompleks karena pertambangan merupakan sektor yang
secara langsung berkaitan dengan klaim negara atas sumber daya alam. Pasal 33 ayat (3) UUD NRI
Tahun 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Norma ini
memiliki orientasi sosial-konstitusional, tetapi dalam praktik politik hukum investasi, penguasaan
negara kerap diterjemahkan ke dalam pemberian izin kepada korporasi. Akibatnya, negara tidak
selalu hadir sebagai pelindung hak masyarakat adat, tetapi dapat muncul sebagai pemberi
legitimasi terhadap pengalihan kontrol ruang hidup adat kepada pemegang izin pertambangan
(Sukarman & Prasetiya, 2021; Waeno & Nugraha, 2025; Hakim et al., 2025).

Literatur 10 tahun terakhir telah banyak membahas pengakuan masyarakat hukum adat,
konflik agraria, hutan adat, politik hukum pertanahan, dan kerentanan masyarakat adat dalam
pengelolaan sumber daya alam. Safitri (2017) menyoroti celah hukum dalam pengakuan wilayah
adat, terutama dalam kawasan hutan. Sati (2019) menunjukkan bahwa politik hukum kawasan
hutan dan lahan masih belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat hukum adat. Sukirno (2019)
membahas perlunya rekonstruksi regulasi untuk mempercepat penetapan hutan adat. Sementara
itu, studi tentang konflik tanah dan investasi menunjukkan bahwa pembangunan dan kepentingan
pasar sering menciptakan ketimpangan akses terhadap tanah (Wicaksono et al., 2024; Hamdhani
& Hadiyantina, 2025; Putrazta et al., 2025). Namun, sebagian besar kajian tersebut belum secara
khusus membaca IUP sebagai kelanjutan historis dari pola legal penguasaan tanah yang berakar
pada domein verklaring.

Atas dasar itu, artikel ini menawarkan kebaruan berupa pembacaan historis-kritis terhadap
IUP sebagai mekanisme yang dapat melahirkan “neo-~domein verklaring administratif”. Istilah ini
tidak dimaksudkan untuk menyamakan secara mutlak rezim hukum kolonial dengan hukum
nasional, melainkan untuk menunjukkan adanya pola berulang: tanah adat dilemahkan bukan
karena tidak memiliki legitimasi sosial, tetapi karena tidak sesuai dengan format pengakuan
negara. Jika pada masa kolonial tanah adat dilemahkan melalui standar pembuktian eigendom,
dalam rezim modern tanah adat dapat dilemahkan melalui syarat pengakuan formal, peta konsesi,
izin administratif, dan klaim kepentingan investasi.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini merumuskan tiga masalah. Pertama, bagaimana
kesinambungan historis antara domein verklaring dan praktik penguasaan negara atas tanah adat
dalam rezim pertambangan modern? Kedua, bagaimana IUP dapat memproduksi konflik hukum
ketika wilayah izin bertemu dengan tanah adat atau hak ulayat? Ketiga, bagaimana model
rekonstruksi hukum yang dapat menyeimbangkan investasi pertambangan negara dengan
perlindungan hak masyarakat hukum adat? Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hubungan
historis antara penguasaan tanah kolonial dan perizinan pertambangan modern, mengidentifikasi
problem hukum IUP terhadap tanah adat, serta merumuskan model rekonstruksi hukum yang lebih
berorientasi pada keadilan agraria.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menempatkan norma, asas,
doktrin, putusan pengadilan, dan literatur akademik sebagai bahan utama analisis. Pilihan metode
normatif didasarkan pada karakter masalah yang dikaji, yaitu hubungan antara konsep hukum,
sejarah pembentukan norma, dan praktik pengaturan tanah adat dalam rezim perizinan
pertambangan. Penelitian ini tidak berupaya mengukur konflik pertambangan secara kuantitatif,
tetapi menelaah bagaimana norma hukum membentuk, membenarkan, atau membatasi
penguasaan negara atas tanah adat.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan sejarah hukum, pendekatan perundang-
undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan sejarah hukum digunakan
untuk membaca domein verklaring sebagai warisan kolonial yang membentuk cara negara
memahami tanah yang tidak terdokumentasi menurut standar hukum formal. Pendekatan
perundang-undangan digunakan untuk menelaah UUD NRI Tahun 1945, UUPA, UU Minerba
beserta perubahannya, UU Cipta Kerja, peraturan lingkungan hidup, serta regulasi pengakuan
masyarakat hukum adat dan tanah ulayat. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji hak
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menguasai negara, hak ulayat, masyarakat hukum adat, izin usaha pertambangan, dan keadilan
agraria. Pendekatan kasus digunakan secara terbatas untuk membaca kecenderungan konflik
antara izin pertambangan dan klaim tanah adat, terutama sebagaimana dibahas dalam literatur
tentang Papua, Kalimantan, dan kawasan hutan/adat (Ayu, 2023; Grofmann, 2024; Blesia et al.,
2020).

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960, Undang~Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang hutan adat, serta peraturan teknis tentang
pertanahan, lingkungan hidup, dan pengakuan masyarakat hukum adat. Bahan hukum sekunder
meliputi artikel jurnal, buku akademik, prosiding, dan laporan ilmiah terbitan 2016-2026 yang
membahas hak ulayat, konflik agraria, hukum pertambangan, dan masyarakat hukum adat.

Teknik analisis dilakukan melalui interpretasi historis, sistematis, dan kritis. Interpretasi
historis digunakan untuk melacak kesinambungan cara berpikir hukum dari domein verklaring ke
mekanisme perizinan modern. Interpretasi sistematis digunakan untuk membaca hubungan antara
UUPA, UU Minerba, UU Cipta Kerja, dan norma pengakuan masyarakat hukum adat. Adapun
analisis kritis digunakan untuk menilai apakah hukum pertambangan telah menempatkan
masyarakat adat sebagai subjek hukum yang setara atau justru sebagai objek administratif dalam
proyek investasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Domein Verklaring sebagai Fondasi Historis Penguasaan Tanah oleh Negara Kolonial

Domein verklaring merupakan salah satu instrumen hukum paling menentukan dalam
sejarah agraria kolonial. Melalui asas ini, tanah yang tidak dapat dibuktikan sebagai hak eigendom
menurut hukum Barat diperlakukan sebagai tanah milik atau domain negara kolonial. Konsep
tersebut tampak netral karena dibungkus dalam bahasa pembuktian hak, tetapi secara substantif
mengandung relasi kuasa yang timpang. Masyarakat adat yang menguasai tanah berdasarkan
hukum tidak tertulis, memori kolektif, batas alam, ritual, dan pengakuan komunal dipaksa masuk
ke dalam standar legal formal yang asing bagi sistem hukum mereka. Akibatnya, tanah yang secara
sosial~-adat memiliki pemilik kolektif dapat dikonstruksi sebagai tanah tanpa pemilik menurut
administrasi kolonial (Hasanah et al., 2026; Bahari, 2025).

Dalam konteks ekonomi kolonial, domein verklaring berfungsi sebagai jembatan antara
hukum agraria dan kepentingan kapital. Tanah yang telah diklaim sebagai domain negara dapat
dialokasikan untuk kepentingan perkebunan, infrastruktur, dan eksploitasi sumber daya alam.
Dengan demikian, hukum tidak hanya berperan sebagai perangkat pengaturan, tetapi juga sebagai
instrumen produksi ruang ekonomi. Tanah adat yang sebelumnya berada dalam relasi komunal
diubah menjadi objek yang dapat diberikan kepada pihak ketiga melalui konsesi. Di sinilah domein
verklaringdapat dipahami sebagai teknologi hukum: ia mengubah status tanah melalui bahasa
legal, lalu membuka jalan bagi penetrasi modal (Sati, 2019; Hamdhani & Hadiyantina, 2025).

Dampak terbesar dari konsep ini adalah terjadinya delegitimasi terhadap hukum adat.
Hukum adat tidak selalu dihapus secara eksplisit, tetapi diposisikan lebih rendah daripada hukum
negara kolonial. Klaim adat dianggap sah hanya apabila dapat diterjemahkan ke dalam format
pengakuan negara. Pola semacam ini menciptakan struktur hukum yang menempatkan negara
sebagai pusat validasi, sementara masyarakat adat harus membuktikan eksistensinya melalui
ukuran yang tidak sepenuhnya sesuai dengan karakter hukum adat. Warisan inilah yang kemudian
penting dibaca ulang dalam konteks hukum nasional, khususnya ketika tanah adat berhadapan
dengan izin pertambangan.

Hak Menguasai Negara dan Ambivalensi Pengakuan Tanah Adat Setelah UUPA

UUPA 1960 sering dipahami sebagai tonggak dekolonisasi hukum agraria karena menolak
dualisme hukum kolonial dan menegaskan bahwa hukum agraria nasional didasarkan pada
hukum adat. Secara normatif, UUPA berusaha menggeser logika negara sebagai pemilik tanah
menuju negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Hak menguasai negara dalam Pasal
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2 UUPA bukanlah hak milik, melainkan kewenangan publik untuk mengatur peruntukan,
penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. Dalam konstruksi
idealnya, hak menguasai negara harus menjadi alat untuk mencapai keadilan sosial, bukan alat
akumulasi tanah oleh negara atau korporasi (Sukirno, 2019; Gaol & Hartono, 2021).

Namun, pengakuan UUPA terhadap hak ulayat bersifat bersyarat. Pasal 3 UUPA menyatakan
bahwa pelaksanaan hak ulayat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan sesuai
dengan kepentingan nasional serta peraturan perundang-undangan. Formulasi tersebut membuka
ruang ambivalensi. Di satu sisi, negara mengakui hak ulayat sebagai bagian dari sistem hukum
nasional. Di sisi lain, negara memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu hak ulayat
masih ada, siapa subjek masyarakat hukumnya, di mana batas wilayahnya, dan apakah
pelaksanaannya sesuai dengan kepentingan nasional. Dalam praktik, pengakuan ini sering
bergerak dari rekognisi substantif menjadi verifikasi administratif (Safitri, 2017; Sembiring et al.,
2026).

Ambivalensi tersebut terlihat jelas dalam konflik tanah adat di kawasan hutan dan wilayah
sumber daya alam. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 telah menegaskan
bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara, melainkan hutan yang berada dalam wilayah
masyarakat hukum adat. Putusan ini penting karena mengoreksi kecenderungan negara
memasukkan wilayah adat ke dalam kategori hutan negara. Namun, implementasinya masih
menghadapi hambatan administratif, antara lain syarat pengakuan masyarakat hukum adat
melalui produk hukum daerah, proses pemetaan, dan sinkronisasi data antarinstansi (Sukirno,
2019; Gaol & Hartono, 2021; Sati, 2019).

Dalam perspektif sejarah hukum, problem ini menunjukkan bahwa penghapusan formal
domein verklaring tidak otomatis menghapus cara berpikir yang menempatkan tanah adat sebagai
tanah yang harus dibuktikan terlebih dahulu agar diakui. Negara tidak lagi menyatakan semua
tanah tanpa eigendom sebagai domain negara, tetapi negara tetap dapat memperlakukan wilayah
adat yang belum diakui secara formal sebagai ruang yang tersedia untuk izin. Di sinilah letak
kesinambungan historis yang halus tetapi penting: perubahan istilah hukum tidak selalu diikuti
perubahan struktur relasi kuasa antara negara, masyarakat adat, dan modal.

Izin Usaha Pertambangan sebagai Instrumen Investasi dan Konflik Tanah Adat

IUP merupakan instrumen hukum administratif yang memberikan legitimasi kepada pelaku
usaha untuk melakukan kegiatan pertambangan. Dari sudut pandang negara dan investor, IUP
berfungsi menciptakan kepastian hukum, mengatur tata kelola sumber daya mineral dan batubara,
serta mendukung penerimaan negara. Namun, dari sudut pandang masyarakat adat, IUP dapat
menjadi pintu masuk pengambilalihan ruang hidup apabila diterbitkan di atas wilayah adat tanpa
pengakuan, pemetaan, konsultasi bermakna, dan persetujuan masyarakat terdampak. Konflik tidak
selalu lahir karena pertambangan itu sendiri, melainkan karena mekanisme pemberian izin sering
mendahului penyelesaian status tanah dan hak ulayat (Ayu, 2023; Karso, 2025; Blesia et al., 2026).

Masalah utama IUP dalam kaitannya dengan tanah adat terletak pada ketimpangan antara
kepastian administratif dan keadilan substantif. Bagi pemegang izin, peta konsesi dan dokumen
perizinan menjadi bukti legal untuk memasuki wilayah tertentu. Namun, bagi masyarakat adat,
legitimasi atas tanah tidak selalu bersumber dari sertifikat, keputusan administratif, atau peta
negara, melainkan dari sejarah penguasaan, relasi genealogis, kesepakatan adat, dan penggunaan
turun-temurun. Ketika negara hanya mengakui bukti administratif, klaim adat dapat terpinggirkan
meskipun secara sosial dan historis telah berlangsung lama (Grofmann, 2024; Safitri, 2017).

Sentralisasi kewenangan pertambangan juga memperkuat problem ini. Perubahan hukum
pertambangan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan penguatan peran
pemerintah pusat dalam pengelolaan izin. Sentralisasi dapat dipahami sebagai upaya memperbaiki
tata kelola izin yang sebelumnya tersebar dan tidak terkendali. Namun, sentralisasi juga berisiko
menjauhkan proses perizinan dari masyarakat lokal dan masyarakat adat yang paling terdampak.
Jika tidak disertai mekanisme partisipasi yang kuat, sentralisasi perizinan dapat mempercepat
investasi tetapi memperlemah kontrol sosial masyarakat atas ruang hidupnya (Waeno & Nugraha,
2025; Seymour et al., 2020).
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Dalam situasi demikian, IUP dapat memproduksi konflik hukum melalui beberapa
mekanisme. Pertama, terjadi tumpang tindih antara wilayah izin dengan wilayah adat yang belum
diakui secara formal. Kedua, masyarakat adat tidak memperoleh ruang keberatan yang efektif
sebelum izin diterbitkan. Ketiga, mekanisme AMDAL dan konsultasi publik sering dipahami
sebagai prosedur administratif, bukan sebagai sarana persetujuan substantif. Keempat,
penyelesaian sengketa cenderung dilakukan setelah izin berjalan, sehingga masyarakat adat berada
dalam posisi reaktif dan defensif. Kelima, narasi kepentingan nasional dan investasi dapat
digunakan untuk membatasi klaim adat (Putrazta et al., 2025; Hakim et al., 2025; Sakmaf et al.,
2026).

Dengan demikian, IUP dapat menjadi bentuk “neo-domein verklaring administratif” ketika
negara memperlakukan wilayah adat yang belum diformalkan sebagai ruang yang tersedia bagi
investasi. Berbeda dari domein verklaringkolonial yang bekerja melalui deklarasi bahwa tanah
tanpa eigendom adalah domain negara, neo-domein verklaringadministratif bekerja melalui peta
izin, register negara, prosedur pengakuan yang lambat, dan standar legal yang lebih mudah
dipenuhi investor daripada masyarakat adat. Konsep ini menjelaskan bahwa problem utama bukan
semata-mata ketiadaan pengakuan hukum, tetapi ketimpangan kecepatan antara pengakuan hak
adat dan pemberian izin investasi.

Rekonstruksi Hukum: Dari Izin Berbasis Investasi ke 1zin Berbasis Keadilan Agraria

Rekonstruksi hukum perizinan pertambangan harus dimulai dari perubahan paradigma. ITUP
tidak boleh dipahami hanya sebagai instrumen kepastian usaha, tetapi juga sebagai instrumen yang
harus tunduk pada prinsip keadilan agraria, perlindungan masyarakat adat, dan keberlanjutan
ekologis. Kepastian hukum bagi investor tidak boleh dibangun di atas ketidakpastian hukum
masyarakat adat. Karena itu, sebelum IUP diterbitkan, negara harus memastikan bahwa status
tanah, keberadaan masyarakat hukum adat, dan kemungkinan tumpang tindih wilayah telah
diperiksa secara serius (Sati, 2019; Wicaksono et al., 2024). Perfama, pengakuan wilayah adat
harus menjadi prasyarat dalam perizinan pertambangan. Pemerintah perlu mengintegrasikan peta
wilayah adat ke dalam sistem informasi perizinan nasional. Jika wilayah yang dimohonkan izin
berada dalam area klaim adat, proses izin harus ditunda sampai terdapat klarifikasi status wilayah
dan konsultasi bermakna dengan masyarakat terdampak. Model ini penting untuk menghindari
keadaan ketika masyarakat adat baru diminta membuktikan haknya setelah izin terbit.

Kedua, konsultasi bermakna dan persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan perlu
ditempatkan sebagai prinsip substantif, bukan formalitas administratif. Partisipasi masyarakat adat
tidak cukup dilakukan melalui sosialisasi sepihak atau tanda tangan kehadiran dalam forum.
Partisipasi harus mencakup pemberian informasi yang lengkap, waktu yang memadai, kebebasan
menyatakan keberatan, dan pengakuan terhadap mekanisme pengambilan keputusan adat. Tanpa
itu, konsultasi hanya menjadi alat legitimasi izin (Karso, 2025; Sakmaf et al., 2026). Kefiga,
diperlukan audit izin pertambangan yang bertumpang tindih dengan wilayah adat, kawasan hutan
adat, atau ruang hidup masyarakat lokal. Audit tidak hanya menilai kepatuhan administratif
pemegang izin, tetapi juga dampak izin terhadap hak ulayat, lingkungan, dan konflik sosial. Izin
yang terbukti diterbitkan tanpa partisipasi masyarakat adat atau berada di atas wilayah adat yang
sah harus ditinjau ulang, dibatasi, atau dicabut sesuai prinsip perlindungan hak konstitusional
masyarakat hukum adat.

Keempat, AMDAL dan persetujuan lingkungan harus diperkuat sebagai instrumen keadilan
ekologis. Dalam banyak kasus, masyarakat adat memiliki pengetahuan lokal mengenai daya
dukung lingkungan, sumber air, wilayah sakral, dan ruang penghidupan. Pengetahuan ini perlu
diakui dalam proses penilaian lingkungan. Dengan demikian, AMDAL tidak boleh hanya menjadi
dokumen teknokratik, tetapi harus menjadi ruang dialog antara sains, hukum, dan pengetahuan
adat (Khusaini et al., 2024; Herdiyanti et al., 2026). Kelima, tafsir hak menguasai negara harus
dibatasi agar tidak berubah menjadi klaim penguasaan mutlak. Hak menguasai negara harus
dikembalikan pada mandat konstitusionalnya, yaitu sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam
konteks masyarakat adat, kemakmuran rakyat tidak dapat diukur hanya dari investasi, penerimaan
negara, atau pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari perlindungan ruang hidup, keberlanjutan
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budaya, dan keadilan antargenerasi. Negara harus bertindak sebagai penjaga keseimbangan, bukan
sekadar pemberi izin.
Kebaruan Penelitian

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek. Pertama, artikel ini tidak hanya membahas
konflik pertambangan dan tanah adat secara normatif, tetapi menempatkannya dalam lintasan
sejarah hukum agraria Indonesia. Dengan cara ini, konflik IUP dan tanah adat tidak dipahami
sebagai peristiwa administratif biasa, melainkan sebagai bagian dari pola panjang penguasaan
tanah melalui hukum. Kedua, artikel ini membaca IUP sebagai kelanjutan historis dari pola legal
penguasaan tanah yang berakar pada domein verklaring. Meskipun terdapat perbedaan mendasar
antara hukum kolonial dan hukum nasional, keduanya dapat memperlihatkan kesamaan pola
ketika negara menjadi penentu utama validitas klaim tanah dan masyarakat adat harus
membuktikan eksistensinya melalui standar administratif negara. Ketiga, artikel ini menawarkan
konsep “neo-~domein verklaring administratif”. Konsep ini menjelaskan keadaan ketika tanah adat
tidak lagi dilemahkan melalui deklarasi kolonial, tetapi melalui mekanisme izin, peta konsesi,
keterlambatan pengakuan formal, dan klaim kepentingan investasi negara. Dengan konsep ini,
kritik terhadap hukum pertambangan tidak berhenti pada perbaikan prosedur izin, tetapi
diarahkan pada pembaruan paradigma penguasaan negara atas tanah adat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesinambungan historis antara domein verklaring dan praktik penguasaan negara atas tanah
adat dalam rezim pertambangan modern terletak pada pola legal yang menempatkan negara
sebagai pusat validasi hak atas tanah. Pada masa kolonial, tanah yang tidak dapat dibuktikan
sebagai eigendom diperlakukan sebagai domain negara kolonial. Setelah kemerdekaan, UUPA
secara formal menolak asas tersebut dan menggantinya dengan hak menguasai negara. Namun,
dalam praktik, tanah adat yang belum memperoleh pengakuan formal tetap rentan diperlakukan
sebagai ruang administratif yang dapat dialokasikan untuk kepentingan investasi. Dengan
demikian, kesinambungan yang terjadi bukanlah kesinambungan normatif secara langsung,
melainkan kesinambungan cara berpikir hukum yang mengutamakan pengakuan negara
dibandingkan legitimasi sosial-adat. [IUP dapat memproduksi konflik hukum ketika wilayah izin
bertemu dengan tanah adat atau hak ulayat karena terdapat ketimpangan antara kepastian
administratif pemegang izin dan kepastian substantif masyarakat adat. Pemegang IUP memperoleh
legitimasi dari dokumen izin, peta konsesi, dan keputusan negara. Sebaliknya, masyarakat adat
sering harus membuktikan keberadaan komunitas, wilayah, dan hak ulayatnya melalui proses
administratif yang panjang. Konflik muncul ketika izin diterbitkan lebih cepat daripada proses
pengakuan wilayah adat. Dalam keadaan ini, masyarakat adat tidak hanya menghadapi
perusahaan, tetapi juga struktur hukum yang telah lebih dahulu memberikan legitimasi kepada
investasi.

Model rekonstruksi hukum yang diperlukan adalah pergeseran dari izin berbasis investasi
menuju izin berbasis keadilan agraria. Rekonstruksi ini mencakup pengakuan wilayah adat
sebelum penerbitan IUP, kewajiban konsultasi bermakna, audit izin yang bertumpang tindih
dengan wilayah adat, penguatan partisipasi masyarakat dalam AMDAL, integrasi peta adat dalam
sistem perizinan nasional, serta pembatasan tafsir hak menguasai negara. Hak menguasai negara
harus dipahami sebagai mandat perlindungan dan pengaturan untuk kemakmuran rakyat, bukan
sebagai dasar penguasaan mutlak atas tanah dan sumber daya alam. Dengan demikian, konsep
“neo-~domein verklaring administratif” dapat digunakan sebagai alat analisis untuk mengkritik
praktik perizinan modern yang secara formal sah, tetapi secara substantif dapat melemahkan hak
masyarakat adat. Artikel ini menegaskan bahwa dekolonisasi hukum agraria tidak cukup dilakukan
dengan menghapus istilah kolonial dari peraturan, tetapi harus diwujudkan melalui perubahan
struktur perizinan, pengakuan hak adat, dan pembatasan kekuasaan negara dalam
mengalokasikan tanah atas nama investasi.
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